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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

i

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERPADU PEMBAYARAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI BANK PADA KANTOR CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 18 Peraturan
Gubernur Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Pembayaran
PAD melalul Bank periu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan
Asli Daerah (PAD) melalui Bank pada Kantor Camat;

Mengingat

*
»

1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;



12.

13.

14.
Bank DKI dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas;

15. 1

16.
17. §
18,
19.

20

andan'g-Und,ang Nomor’ 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Treainol i Eloktoniicg
e e i el 2 cinat G5 Tehun 2001 lenlang Pajak Daerahy;
e e e e s P53 Taiun 2001 tontang Reliibusi Dacraby,

Vhed e e e s 0 G0 Tl 2007 tontang  Pengelolaan

PR - L )
a Ll

Peraluran hienieri Dalam Megert Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedeman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk
Peraturan Daerah‘ ‘Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir;

Peraturan Déerah Nemor. 6 'fahun 2003 tentang Pajak Hiburan;
Peﬁaturan 'Dagrah Nomor 7 Tahun 2003 téntang Pajak Hotel;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Pemanfaatan Air

~ Bawah Tanah dan Air Permukaan;

21,

22,

23.

- 24,
25,

26.

27.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame;

Peraturan Daerah Nemor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah; A

Peraturan Gubemur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus

lbukota Jakarta

Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;



Menetapkan :

28. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata KJ':: adan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus

e
iw\.-nu M s e d bty

20,0 . LT e U2 Teawmng 2009 lentang Pembentukan,
Ci‘_ - .: = .‘“'- SN ‘ Dy =.fl.._u;-in.n'-\ :\’uq‘,

SOy e e s W 2009 lentang pembentukan,
S0 00 L e amiPmioenc’aharaan dan Kas;

31. Peraturan Gubernur Nomor 512 Tahun 2009 tentang Penunjukan Bank

sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening
Penerimaan dan Rekening Pengeluaran;

-MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PELAYANAN TERPADU PEMBAYARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) MELALUI BANK PADA KANTOR CAMAT,

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

-2 Pemerintah Daerah adalaly Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

Unsur Pehyeienggara Pemerintahan Daeral,
3 Guberhu’r adalah Gubemur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya‘ disingkat BPKD
adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalahy Dinas
Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.

6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disebut
Dinas .Kominfomas adalah Dinas Komunikasi, Informatka dan
Kelwmasan Provinsi Daeraly Khusus lbukota Jakarta.

7. Pendapatan Asli Daerah yahg selanjutnya disingkat PAD adalah

- Penerimaan Daerah yang bersumber dari hak Pemenntah Daerah
terhadap orang atau badan.

8. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat Penyimpanan
Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung sefuruh

Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada
Bank yang ditetapkan.

9. Penerimaan Daerah adalaly Uang yang masuk ke Kas Daerah.



10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

LY TP

1.0 0 By i Disnh yvang selanjuinya disingkat UKPD adalah
Lo vl s reeee a0 Ve Bae rwh Khusus Ibukota Jakaria.

13, Uil oy o v v e oo o) G Kas yang sclanjulnya disingkat
UPPK adalah Unit Pclayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

14.  Unit F’elayanan Kas yang selanjutnya disebut UPK adalah Unit
Pelayanan Kas BPKD pada Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal

di bawah Satu Atap (Samsat) Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor.

15. Surat Ketétapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besamya Jumlah Pokok
Pajak.

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah SSPD
adalah Surat yang olch Wajb Pajak digunakan untuk melakukan
Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang Terutang.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut
SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besamya

- Jumlah Pokok Pajak, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan
Pembayaran Pokok Pajak, Besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah
yang masih harus dibayar.

18. Surat Ketetapan Pajek Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan Tambahan atas Jumiah Pajak yang telah ditetapkan.

19. Surat Tagihan Péjak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah
Surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau Sanksi Administrasi
berupa Bunga dan/atau Benda.

20, Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD

adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi yang
Terutang.

21. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STSRD

adalah Surat yang digunakan oleh Pemegang Kas/Petugas Pemungut
“untuk menyetorkan hasil Pungutan Retribusi.

22. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disebut STS adalah Bukti
Transaksi yang digunakan dalam prosedur Akuntansi Penerimaan Kas.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah
Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau Sanksi Administrasi
berupa Bunga dan/atau Denda.



Diundangkan di Jakarta ;

- pada tanggal 28 Januari 2010

Pasal2

(1) Unlue mogsanakan  kelentuan  Peraturan Gubernur  Nomor 75
Toriiad fvow deinend 1P owhenwil Teipadu Pembayaran PAD  melalut
bow il T el L L Qoorasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Tt vl Vi et e cwdd Asll Dacrah (PAD) melaiui Bank

e s e U s laeanium pada Lampiran Peraturan

(2) Lampiran Peraturan Gubcrnur scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang kantor sebagai tempat
Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah melalul Bank
pada Kantor Camat, diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Daerah dengan Bank DK,

Pasal4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang méngetahginya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

‘Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKZITA JAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINS!I DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN

2010

NOMOR 17



]
B

Lampiran : Peraturan Guﬁernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 7 Taithl 2010
.‘. '-;-EJ‘.J"‘i 11 L}\lliuari 2010

STANDAR O"a_.\r Wit s L T }. wils W A\’ \N TiZRPADU PEMBAYARAN
IDE;\JD!’ \P}'\ FRYENS ,. TR ..J;‘ be b \-l I.Jf \l'\‘i\ F)ADA I(ANTOR CAMAT

I. Ruang Lingkup

a Satuan Kerja Pelayanan Terbadu Pembayaran PAD ri1elalui Bank terdiri dari unsur :

1.

5.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) termasuk didaiamnya :

a) Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas (UPPK); dan
b) Unit Pelayanan Kas (UPK) BPKD. '

Dinas Pelayanan Pajak.
Dinas Kominfomas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang karena tugas
dan fungsinya mempunyai wewenang untuk memungut Retribusi Daerah dan

dapat dalam bentuk BadaniDlnaleantoriSuku Dlnas atau Unit Pelaksana Teknis
Badan/Dinas. :

Bank DKI meliputi seluruh Unit OperasiOnal.

_ b. Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilayani, yaitu :

1.

Pajak Daerah meliputi :
a) Pajak Parkir;

b) Pajak Hiburan;

c) Pajak Hotel;
d) Pajak Restoran;

e) Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP) dan
f) - Pajak Reklame.

Retribusi Daerah meliputi :

a) Jasa Umum;
b) Jasa Usaha; dan
c) Perizinan Tertentu.

E

Lain-lain PAD yang Sah meliputi : f
a) Pelepasan Hak Atas Tanah;
b) Penjualan Brandgang;

¢) Penjualan Peralataaneﬂengkapan Kantor Tldak Terpakai;
d) Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakah

e) Penjualan Gedung dan Bangunan Lalnnya;
f) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua;

g) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat;
h) Rekomendasi HGB/HPL;

i) Sewa Tanah;

) Sewa Gedung; dan

k) Hasil Lelang Titik Reklame atas Aset Pemda;

|

|
;
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If.

Uraian Pelaksanaan Tugas -

a. BPKD, melaksanaiun tiss u.bar}n berizub:

1.

Meneiima Gt e wisid Saied1a Po Ny ioren PAD yang lorclivi darl :

a)y Sur g.t.\_. et U L0 L (G5D) untuc jenis pajak reklame dan PABT-
A .

b) Surit Cowe o vl D (J\, oy mosa, cicilan dan perbaikan/Surat
K oddp w17 v el iwmvint winery wey ol (LG2DBYSUrat Kele tapan  Pajak

Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKKPDKBTYSurat Tagihan Pajak Daerah
(STPD) untuk seluruh jenis pajak daerah lainnya meliputi; Pajak Parkir, Pajak
Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran;

c) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk seluruh jenls Retribusi Daerah;

d) Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah (STSRD) untuk seluruh jenis Retribusi
Daerah; dan

e) Surat Tanda Setoran (STS) untuk jems penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.

‘2. melaksanakan perekaman data dan validasl sarana penyetoran;
3. membukukan dan melaporkan penerimaan PAD pada tingkat Unit Pelayanan

Perbendaharaan dan Kas; dan

4, menugaskan pegawai BPKD pada pelayanan terpadu pembayaran PAD melalui

bank pada Kantor Camat. -

b. Dinas Pelayanan Pajak, melaksanakan tugas sebagai berikut

1.

menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SKPD kepada WP untuk jenis-
jenis Pajak Reklame dan PABT-AP,

menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SKPDKB/SKPDKBT/STPD

kepada WP untuk jenis Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak
Restoran ‘

. menylapkan data subjek dan ob]ek Waijib Pajak;
. menyediakan formulir SSPD; dan

. menerima, meneliti dan mencatat tindasan SSPD masa dan perbaikan/SKPD/

SKPDKB/SKPDKBT/STPD dari WP yang telah melaksanakan pembayaran pajak.

¢. SKPD/UKPD, melaksanakan tugas sebagai berikut :

mendaftar dan mendata Wajib Retribusi Daerah yang mengajukan permohonan
pelayanan;

menetapkan dan menerbitkan SKRD untuk Retribusi Daerah dan STS untuk

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Penerimaan Daerah Lainnya, sesuai
dengan wewenangnya;

menyerahkan SKRD kepada Wajib Retribusi Daerah;

melaksanakan STS yang menjadi kewajibannya atau menyerahkan STS kepada
wajib setor;

mengadministrasikan sarana pemungutan Retribusi Daerah;

menyetorkan penerimaan Retribusi Daerah yang diterima langsung dengan
menggunakan STSRD;

menerima tindasan SKRD dan STS dari Wajib Retribusi atau Waijib Setor;



8. melakukan pemantauan pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah melalui konfirmasi dengan BPKD; dan,

9. menetapkan dan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah {(STRD) terhadap
pembayaran retribus i yang lewat balas wekiu pembayaran.

d. Dinas Kormnf OMLS MRS Giniiin Wges sobagal boiikut:
1. menylepkan ¢un 'Invi’;.,mi:: wuaiat e Informasi Penerimaan Daerah sebagai
bagian dai © s b ocendds da oot it 1ouangan Daerah, yang meliputi:

a} Perangkat lunak aplikasi; dan
b) Perangkat jaringan komunikasi data yang dapat menghubungkan antara
SKPD/UKPD terkait dengan Sistem Informasi Penerimaan Daerah. .

2. melaksanakan monitoring, pemeliharaan dan evaluasi, perangkat lunak aplikasi,
| dan perangkat jaringan komunikasi data Sister Informasl Penerimaan Daerah;

- 3. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Sistem Informasi Penerimaan Daerah
dengan BPKD, DPP dan Bank DKI;

4. memberitahukan gangguan dan/atau _‘ken"'lungkinan terjadinya gangguan Sistem
Informasi Penerimaan Daerah kepada BPKD, DPP dan Bank DK, dan

5. dalam penyedlaan pengembangan dan pemehharaan dapat bekerja sama dengan
BPKD, DPP dan Bank DKL

e. Bank DKI, melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. dapat membantu menyédiakan perangkat keras komputer dan perangkat

jaringan komunikasi data sistem pelayanan terpadu pembayaran PAD melalu
bank;

2. mengoperasikan Sistem Informasi Pene}riméan Daerah bersama BPKD;

3. menerima fisik uang pembayaran Pajak dan Reftribusi Daerah berdasarkan
sarana penyetoran PAD; .

4. melaksanakan Pengesahan dengan membubuhkan tanda tangan pada sarana
Penyetoran PAD; dan

5. menyerahkan lembar pertarna sarana penyetoran PAD kepada penyetor;

6. melaksanakan pembukuan dan rekonsiliasi Bank hasil penerimaan PAD dengan
pegawai BPKD yang ditugaskan;

7. melakukan proses penyetoran hasil penerimaan PAD ke rekening BUD dengan
menerbitkan Nota Kredit;

8. menyampaikan tindasan sarana penyetoran Pajak Daerah kepada DPP;

9. menyampaikan tindasan sarana penyetoran Retribusi Daerah, Lain-lain PAD
yang Sah dan Penerirnaan Daerah Lainnya, kepada SKPD/UKPD;

10. melakukan proses rekonsiliasi seluruh hasil penerimaan PAD dan Penerimaan
Daerah Lalnnya kepada BPKD; dan

11. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu pembayaran PAD
melalui Bank DKi.



ti. Mekanisme Pembayaran

| a. Alat Pembayaran:

1. Uang Tundi

2. Codulouillo

3. @ P\,H,H.‘ 5 O S UV VERNE ROUNEING I o JL.i\,ct ciro dinvatakan sah pembayarannya
D] Gt e e e et o, welijuinya dilikukan maanisme

SesUEL Gur lbuﬂ- Fraribiei Y wiail 'iunqi;

b) Tanggal jatuh tempo cek/bilyet giro selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
sebelum jatuh tempo pembayaran.

b. Pembayaran Pajak Daerah

1. Dinas Pelayanan ?ajak
a) Pembayaran

Bank DKI pada Kantor Camat menyampaikan laporan pembayaran pajak
™ k e p a d aDinas Pelayanan Pajak melalui Suku Dinas Pelayanan Pajak;

h) Pelaporan

- Dinas Pelayanan Pajak membuat dan menyampaikan laporan Pajak Daerah
setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan benkutr\ya kepada BPKD

2 Wajib Pajak

a) menerima formulir SSPD dan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dari Dinas
"~ Pelayanan Pajak atau Suku Dinas Pelayanan Pajak:

b) merigisi formulir SSPD masa cicilan dan perbaikan:
¢) melaksanakan pembayaran Pajak Daerah sesuai dengan ketenluan perpajakan;

d) menerima lembar pertama SSPD masa cicllan dan perbaikan, dan menerima
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD yang telah divalidasi; dan

L= e) menyampaikan tindasan pembayaran Pajak Daerah yang telah divalidasi
kepada Dinas Pelayanan Pajak melalui Suku Dinas Pelayanan Pajak.
3. Bank DKl

a) Kantor Pelayanan Bank DKi menyediakan tempat pelayanan pembayaran Pajak
Daerah, bersamaan dengan tempat pelayanan Bank pada umumnya;

b) petugas Kantor Pelayanan Bank DKl menerima sarana penyetoran Pajak
Daerah berupa SKPD atau SSPD,

c) petugas Kantor Pelayanan Bank DKl yang menerima penyetoran Pajak Daerah
selanjutnya meneliti SKPD atau SSPD mengenai NPWPD, kode rekening
penerimaan dan nominal pembayaran Pajak Daerah;

d) petugas Kantor Pelayanan Bank DKI menerima penyetoran pembayaran pajak
sesuai dengan nilal nominal pada SKPD atau SSPD;

e) pelugas Kantor Pelayann Bank DKI melakukan pengesahan penerimaan
dengan membubuhkan tanda tangan pada SKPD atau SSPD;

f) petugas Kantor Pelayanan Bank DKI memberikan SKPD atau SSPD kepada
petugas BPKD ditempat yang sama, untuk divalidasi. Setelah memvalidasi
petugas BPKD mengambil tindasan kedua dan ketiga SKPD atau SSPD;



Q) petugas Kantor pelayanan Bank DKl menerima SKPD atau SSPD yang telah

divalidasi oleh petugas BPKD;

h) petugas Kantor Peluyanan Bank DK menyerahkan lembar pertama dan 1 (satu)
lembar tindiean SKPD clag 850 kepada ponyelor,

i} Kanor Coain et Dol Veid dadiid mv ahl pelayanan tlerpadu menerima
LembU Cl o O atie G wes Pt Dacrah yang diterima dari BPKD
Cl Uitinil Uit e v v v oo v whint Dinas Pelayanan Pajak dan UPT
Pelavaniaira,..§ '

j) Kantor Cabang Bank D yany membawai pclayanan lerpadu menyampaikan
laporan harian dan rekening koran kepada UPPK; dan

k) Bank DKI menyampaikan Iaporan harian bempa bukti nota kredit dan rekening
koran kepada BPKD

. BPKD c.q. UPPK

a) BPKD c.q. UPPK menempatkan petugas pelayanan penerimaan di tempat
pelayanan terpadu Kecamatan;

b) petugas pelayanan penerimaan UPPK merupakan bagian front office pelayanan
terpadu Kecamatan, '

¢) petugas pelayanan penerimaan UPPK menerima SKPD atau SSPD yahg sudah
ditandatangani dari petugas Bank;

d) petugas pelayanan penerimaan UPPK melakukan perekaman data dan validasi
terhadap SKPD atau SSPD yang diterima dari petugas Bank dan membubuhkan
paraf pada ruang validasi yang di stempel apabila sudah sesuai dengan data
yang tertera pada SKPD atau SSPD. Mengembalikan SKPD atau SSPD kepada
petugas Bank apabila terdapat kekeliruan, untuk dikembalikan kepada penyetor;

e) petugas pelayanan penerimaan UPPK memilah SKPD atau SSPD yang teiah
divalidasi dan mengambil lembar ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga);

f) petugas pelayanan penerimaan UPPK menyerahkan asli dan tindasan 4 (empat)
dan 5 (lima) SKPD atau SSPD yang sudah divalidasi kepada petugas Bank;

g) petugas pelayanan .peherimaan UPPK mencetak dan menandatangani laporan :
1) Penggunaan nomor validasi;
2) Daftar penerimaan Pajak;
3) Laporan penerimaan Pajak Daerah;
4) Rekapitulasi penerimaan Pajak Daerah bulanan; dan
5) Rekapitulasl penerimaan Pajak Daerah berkala harian,

h) petugas pelayanan penerimaan UPPK menyampaikan laporan tersebut di atas
kepada Kepala UPPK Kota Administrasi;

) petugas pelayanan penerimaan UPPK menerbitkan dan menandatangani
setoran Bank; ‘

j) petugas pelayanan penerimaan UPPK men‘yerahkah setoran Bank kepada
petugas Bank untuk dibukukan;

k) petugas pelayanan penerimaan UPPK menerima tanda penyetoran yang sudah
dibukukan dari petugas Bank;

) Kepala UPPK Kota Administrasi membuat laporan kepada:



-

1) Kepala BPKD c¢.q. Kepala Bidang Perbendaharaan untuk laporan
Penggunaan nomor validasi, Daftar penerimaan Pajak, Laporan penerimaan
Pajak Duci, ;"\pl\a sulasi penerimaan Pajak Daerah bulanan, Rekapitulasi
Pe NEFHMLLI 170 it bw rahy buiiiia hariam,

2) Kepale wedD m‘ R nand Lt ,mn 7 Ak untanst untuk laporan Penggunaan

RGO Vo0, e e ek, Loporan penerimaan  Pajak
Dooici, oo , G Lk Dacrah bulanan, Rekapitulasi
Diwtivraieacs Lo . o . ww fiedieEn, dilengkapi dengan lindasan
S0 e oo Ty

3) Kepala BPKD c.q. Kc.pala Bidang Pendapalan Daerah uniuk laporan
penerimaan Pajak Daerah, rekapitulasi penerimaan Pajak Daerah bulanan,
dan rekapitulasi penerimaan Pajak Daerah berkala harian.

c. Retribusi Daerah yang dipungut dengan SKRD :

1. SKPD/UKPD

a

=P

Pejabat SKPD/UKPD pemungut Retribusi menandatangani SKRD (Surat
Ketetapan Retribusi Daerah);

Pejabat SKPD/UKPD menyerahkan SKRD yang sudah ditandatangani kepada
Waijib Retribusi;

Waijib Retribusi membayar ke Bank sesuai dengan SKRD yang telah ditetapkan;

Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD menatausahakan SKRD yang sudah
diterbitkan maupun yang sudah dibayar;

Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD pemungut Retribusi membuat
pertanggungjawaban administrasi atas penerimaan Retribusi Daerah yang telah
disetorkan kepada Kepala SKPD/UKPD;

Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD menerima rekapitulasi pembayaran
Retribusi dari Bank;

Kepala SKPD/UKPD bersama Bendahara Penerimaan menyampaikan laporan

penerimaan Retribusi Daerah yang telah disetorkan kepada Gubernur melatui
BUD; dan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dilampiri dengan rekapitulasi
penerimaan harian dan buku pembantu per rincian obyek penerimaan.

‘2. Bank DKI

Kantor Pelayanan Bank DKl menyediakan tempat pelayanan pembayaran
Retribusi Daerah, bersamaan dengan tempat pelayanan Bank pada umumnya;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI mencrima sarana penyetoran Retribusi
Daerah berupa SKRD dan STSRD;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI yang menerima penyetoran Retribusi
Daerah meneliti SKRD dan STSRD, kode rekening penerimaan dan nominal
pembayaran Retribusi Daerah;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI menerima penyetoran pembayaran

- Retribusi sesuai dengan nilai nominal pada SKRD dan STSRD;
Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI melakukan pengesahan penerimaan

dengan membubuhkan tanda tangan pada SKRD atau STSRD;
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h.

a.

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI memberikan SKRD dan STSRD kepada
petugas BPKD ditempat yang sama, untuk divalidasi dan setelah memvalidasi,
petugas BPIKD mag anabil indasan kadua dan ketiga SKRD dan STSRD;

Pelugasi: alor Polavennn Bank DK menerima SKRD dan STSRD yang telah
divalidasi 01 ‘

) IR
. IR T M

¥,

.J'.“\. -t
Poolug as 4 ul v o Lient L d erycrahkan lembar perlama dan 1 (satu)
11578110 70 o L S N I SO UT S 78 ) ¢ (0|

Kanlor Cubii Lenni Lad yewi) nwibavazhi pelayanan terpadu menerima
tembusan laporan harian pererimaait Retribusi Daerah yang diterima dari BPKD
c.q. UPPK untuk disampaikan kepada Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD;

Kantor Cabang Bank DKI yang membawahi pelayanan terpadu menyampaikan
laporan harian dan rekening koran kepada UPPK; dan

Bank DKI menyampaikan laporan harian berupa bukti nota kredit dan rekening
koran kepada BPKD.

. BPKD ¢.q. UPPK

BPKD cq. UPPK menempatkan petugas pelayanan penerimaan di tempat
pelayanan terpadu Kecamatan;

Petugas p_elayénan penerimaan UPPK sekalig\js merangkap bagian front office
pelayanan terpadu Kecamatan;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menerima SKRD dan STSRD yang sudah
ditandatangani dari petugas Bank;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK melakukan perekaman data dan validasi
terhadap SKRD dan STSRD vyang diterima dan petugas Bank dan
membubuhkan paraf pada ruang validasi yang di stempel apabila sudah sesuai
dengan data yang tertera pada SKRD dan STSRD dan mengembalikan SKRD

dan STSRD kepada petugas Bank apabila terdapat kekeliruan, untuk selanjutnya
dikembalikan kepada penyetor;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK memiiah SKRD dan STSRD yang telah
divalidasi dan mengambil lembar ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga);

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menyerahkan ash dan tindasan 4 (empat)
dan 5 (lima) darl SKRD dan STSRD yang sudah divalidasi kepada petugas Bank;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK mencetak dan menandatangani laporan :

1) Penggunaan nomor validasi;

2) Daftar penerimaan Retribusi Daerah;

3) Laporan penerimaan Retribusi Daerah;

4) Rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah bulanan; dan
5} Rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah berkala harian.

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menyampaikén laporan tersebut di atas,
kepada Kepala UPPK Kota Administrasi;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menerbitkan dan menandatangani
setoran Bank;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menyerahkan setoran Bank kepada
petugas Bank untuk dibukukan;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menerima tanda penyetoran yang sudah
dibukukan dari petugas Bank.



Kepala UPPK Kota Administrasi membuat laporan kepada :
1) Kepala BPKD c.q. Kepala Bidang Perbendaharaan untuk laporan

Penoouniian s o ‘duidd"l Daﬂar penerimaan Relribusi, Laporan
POMGHE i o b Seskind ,. ol inuiesi penerimaan Retribusi Daerah
b\,..w D hen e e o e e 10U Diozrah berkala harran;

2) 1% DT v e, Anthed sl untuk laporan Penggunaan
T T ‘L“M i, loporan ponerimaan Retribusi
Doty s v o e e e e awsioiusl Daerah bulanan, Rekapitulasi
g TR BN ST +icn, dilengkapi dengan tindasan

SKRD dan ST E:r(D ddn

3) Kepala BPKD c.q. Kepala Bidang Pendapatan Daerah untuk laporan

penerimaan Retribusi Daerah, Rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah
bulanan, Rekapitulasi penerimaan Relribusi Daerah berkala harian.

d. Retribusi Daerah yang dipungut dengan karcis atau sejenisnya :

1. SKPD/UKPD

a

. Bendahara Penenmaan SKPD/UKPD menelltl danh memverifikasi setoran

Retribusi Daerah;

Bendahara Penerimaan SKPDIUKPD dapat menyetor uang penerimaan

- Retribusi Daerah ke Bank DKI melalui tempat pelayanan terpadu PAD di

Kecamatan, dengan menggunakan STSRD,

Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD menatausahakan penerimaan Retribusi
Daserah;

Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD pemungut Retribusi membuat

pertanggungjawaban administrasi atas penerimaan Retribusi Daerah kepada
Kepala SKPD/UKPD,

Kepala SKPD/UKPD bersama Bendahara Penerimaan menyampaikan japoran
penerimaan Retribusi Daerah kepada Gubernur melalui BUD; dan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dilampiri dengan rekapitulasi
penerimaan harian dan buku pembantu per rincian obyek penerimaan.

2. Bank DKi

a.

Kantor Pelayanan Bank DKI menyediakan tempat pelayanan pembayaran
Retribusi Daerah, bersamaan dengan tempat pelayanan Bank pada umumnya;

PetUQas' Kantor Pelayanan Bank DKI menerima sarana penyetoran Retribusi

‘Daerah berupa SKRD dan STSRD;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI yang menerima penyetoran Retribusi
Daerah meneliti SKRD dan STSRD, kode rekening penerimaan dan nominal
pembayaran Retribusi Daerah;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI menherima penyetoran pembayaran
Retribusi sesuai dengan nilai nominal pada SKRD dan STSRD;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI melakukan pengesahan penerimaan
dengan membubuhkan tanda tangan pada SKRD atau STSRD;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI memberikan SKRD dan STSRD kepada
petugas BPKD ditempat yang sama, untuk divalidasi. Setelah memvalidasi,
petugas BPKD mengambil tindasan kedua dan ketiga SKRD dan STSRD;



Ly

k.

a.

Petugas Kantor.lPéI_ayanan Bank DKI menerima SKRD dan STSRD yang telah
divalidasi oleh petugas BPKD;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI menyerahkan lembar pertama dan 1 (satu)
lembar tnd foa G WD SV DLWSpada penyelor;

Kanlor Cat ano Booic DIl voang mombawahi pelayanan terpadu menerima
tembusan 13005 heehut o o 1 i iiousl Daerah yang dilerima dari BPKD
€.Q. UPPI UL S0 e i b i o wi 100G T & Penerimaan SKPD/UKPD;
Kantor Cu D @i ol U iewns wrov e o 3 pulayanan terpadu menyampaikan
laporan harian dan rexcning hkoran kepada UPPK; dan

Bank DKI menyampaikan laporan harian berupa bukti nota kredit dan rekening
koran kepada BPKD.

. BPKD ¢.q. UPPK

BPKD c.q. UPPK menempatkan petugas pelayanan penerimaan di tempat
peiayanan terpadu Kecamatan;

Petugas pelayanan fpeneﬁfnaan UPPK merupakan bagian front office pelayanan
terpadu Kecamatan;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menerima SKRD dan STSRD yang sudah
ditandatangani dari petugas Bank;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK melakukan perekaman data dan validasi
terhadap SKRD dan STSRD yang diterima dari petugas Bank dan
membubuhkan paraf pada ruang validasi yang di stempel apabila sudah sesuai
dengan data yang tertera pada SKRD dan STSRD dan mengembalikan SKRD

dan STSRD kepada petugas Bank apabila terdapat kekeliruan, untuk
dikembalikan kepada penystor.

Petugas pelayanan penerimaan UPPK memilah SKRD dan STSRD yang telah
divalidasi dan mengambli lembar ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga);

Petugas peiayanan penerimaan UPPK menyerahkan asli dan tindasan 4 (empat)
dan 5 (lima) dari SKRD dan STSRD yang sudah divalidasi kepada petugas Bank;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK mencetak dan menandatangani laporan :

1) Penggunaan nomor validasi;

2) Daftar penerimaan Retribusi Daerah;

3) Laporan penerimaan Retribusi Daerah; .

4) Rekapituiasi penerimaan Retribusi Daerah buianan; dan
5) Rekapltulasi penerimaan Retribusi Daerah berkala harian.

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menyampaikan iaporan tersebut di atas,
kepada Kepala UPPK Kota Administrasi;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menerbitkan dan menandatangani
setoran Bank;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menyerahkan setoran Bank kepada
petugas Bank untuk dibukukan;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menerima tanda penyetoran yang sudah
dibukukan dari petugas Bank;
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Kepala UPPK Kota Administrasi membuat laporan kepada :

1) Kepala BPKD c.q. Kepala Bidang Perbendaharaan untuk laporan
Pengounaicn  nomor  validasi, Daltar  penerimaan  Relribusi, Laporan

Po NS Wit eodisudsi Dwirdiy, m,, \upuulam penerimaan  Relribusi Daerah
buluiiout, van T o e - aeesidvisi Dagrah berkala harian;

2 )0l i Tl B e i ,\M\n. nsi untuk laporan Penggunaan
TP RV A L eeweeded, Lisporen penerimaan Relribusi
Dacial, v v o i eeaiotisi Dacrah bulunan, Rekapitulasi

penerimaan Rl wu\,i Uu. sl botkula harian, dilengkapi dengan tindasan
SKRD dan STSRD; dan

3} Kepala BPKD c.g. Kepala Bidang Pendapatan Daerah untuk laporan
penerimaan Retribusi Daerah, Rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah
buianan, Rekaplitulasi penerimaan Retribusi Daerah berkala harian.

e. Pembayaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

. 1. SKPD/UKPD

a

Pejabat SKPD/UKPD pemungut lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh Pihak Ketiga;

Pejabat SKPD/UKPD menyerahkan ketetapan kewajiban yang harus dibayar
oleh Pihak Ketiga yang sudah ditandatangani kepada Pihak Ketiga;

Pinak Ketiga mengisi STS sesuai dengan ketetapan kewajiban yang harus
dibayar, _

Pihak Ketiga membayar ke Bank sesuai dengan ketetapan kewajiban yang harus
dibayar; :

Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD menatausahakan STS yang sudah
dibayar; |

Bendahara 'Penerimaan | SKPD/UKPD membuat pertanggungjawaban
administras! atas penerimaan’ lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang
telah dibayar kepada Kepala SKPD/UKPD;

Bendahara Penerimaan SKPD/UKPD menerima rekapitulasi pembayaran dan
Bank;

Kepala SKPD/UKPD bersama Bendahara Penerimaan menyampaikan laporan

penerimaan lain-lain Pendapatan Asii Daerah yang sah yang telah dibayarkan
kepada Gubermur melaiui BUD; dan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dilampiri dengan rekapitulasi
penerimaan-harian dan buku pembantu per rincian obyek penerimaan.

2. Bank DKI

Kantor Pelayanan Bank DK! menyediakan tempat pelayanan pembayaran lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, bersamaan dengan tempat pelayanan
Bank pada umumnya;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI menerima sarana penyetoran lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah berupa STS;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI yang menerima penyetoran lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah meneliti STS, kode rekening penerimaan dan
nominal pembayaran lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;



11

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI menerima penyetoran pembayaran lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan nilai nominal pada STS;

Petugas Kanior Pelayanan Bank DKI melakukan pengesahan penerimaan
dengan me noubuhzan tanda tagan pada STS,

Pelugas Ko.ntcdtlyLnun Lani DRI meaberiican STS kepada petugas BPKD

ditempobii tonn, biend Gonden sl Selzloh memvalidasi, petugas BPKD
rnengan]s” L;l i\;,_; [ 1 '..R;.\,.i Lo i} ;'-..-\...-__’... \.:'_I“I\S;
Pelugas KLl BotijaiwibenniD "hio moiina STS yang telah divalidasi oleh

petugas BPKD;

Petugas Kantor Pelayanan Bank DKI'menyerahkan lembar pertama dan 1 (satu)
lembar tindasan STS kepada penyetor;

‘Kantor Cabang Bank DK!. yang membawahi pelayanan terpadu menerima

tembusan laporan harian penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
yang diterima dari BPKD c.g. UPPK untuk disampaikan kepada Bendahara
Penerimaan SKPD/UKPD;

Kantor Cabang Bank DK yang membawahi pelayaﬁan terpadu menyampaikan
laporan harian dan rekening koran kepada UPPK; dan

. Bank DKI menyampaikan laporan harian berupa bukti nota kredit dan rekening

koran kepada BPKD.

. BPKD c.q. UPPK

a.

BPKD ¢.q. UPPK menempatkan petugas pelayanan penerimaan di tempat
pelayanan terpadu Kecamatan; -

Petugas pelayanan penerimaan UPPK merupakan bagian front office pelayanan
terpadu Kecamatan;

Petugas pelayanan penenmaan UPPK menenma STS vyang sudah
ditandatangani dari petugas Bank;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK melakukan perekaman data dan validasi
terhadap STS yang diterima dari petugas Bank dan membubuhkan paraf pada
ruang validasi yang di stempel apabila sudah sesuai dengan data yang tertera
pada STS. Mengembalikan STS kepada petugas Bank apabila terdapat
kekeliruan, untuk dikembalikan kepada penyetor;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK memilah STS'yang telah divalidasi dan
mengambil lembar ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga);

Petugas pelayanan penerimaan UPPK menyerahkan asli dan tindasan 4 (empat)
dan 5 (lima) STS yang sudah divalidasi kepada petugas Bank;

Petugas pelayanan penerimaan UPPK mencetak dan menandatangani laporan :
1) penggunaan nomor validasi,
2) daftar penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

3) laporan penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

4) rekapitulasi penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berkala
bulanan; dan

5) rekapitulasi penerimaan laindain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berkala
harian. .
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h. Petugas pelayanan penerimaan UPPK menyampaikan laporan tersebut di atas,

kepada Kepala UPPK Kota Administrasi

Petugas pelayanan  oenerimoan UPPK monerbilkan dan menandalangani
selorantare §

PElLos foiad vt parienniioait Uil mie nyerabkan  seloran Bank kepada
POLL Gd et e oa .. - '

o Pelite S s, c e s nwseiima landa penyetoran yang sudah
GibUAL i Gt on

e W m w pi by

Kepaia UPPK Kola Administrasi membuat laporan kepada :

1) Kepala BPKD c¢.q. Kepala Bidang Perbendaharaan untuk laporan
Penggunaan nomor validasi, DaRlar penerimaan Retribusi, Laporan
_penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Rekapitulasi
penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah bulanan, Rekapitulasi
penerimaan lain-fain Pendapatan Asli Daerah yang sah berkala harian;

2) Kepala BPKD c.q. Kepala Bidang Akuntansi untuk laporan Penggunaan
nomor validasi, Daftar penerimaan Retribusi, Laporan penerimaan lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah, Rekapitulasi penerimaan lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah bulanan, Rekapitulasi penerimaan lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah berkala harian, dilengkapi dengan tindasan
$TS;dan

3) Kepala BPKD c.q. Kepala Bldang Pendapatan Daerah untuk laporan
penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Rekapitulasi
penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah bulanan, Rekapitulasi
penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berkala harian.

IV. Prasarana dan Sarana Pelayanan Terpadu Pembayaran PAD Melalui Bank di
Kecamatan

a. Ruang Kantor

1.

Ruang kantor tempat pelayanan terpadu pembayaran PAD melalui Bank
disediakan di Kantor Camat dengan luas ruang kantor antara 40 m? (empat puluh

meter persegi) Sampai dengan 60 m? (enam puluh meter persegi) bertempat di
lantai dasar;

Ruang kantor tempat pelayanan terpadu pembayaran PAD melalui Bank di
Kecamatan selain menggunakan tempat peiayanan Bank DKi saat ini juga akan

~menggunakan eks ruang Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan eks ruang

Kantor KPKD di Kecamatan:

Pemeliharaan dan perawatan ruang kantor tempat pelayanan terpadu

pembayaran PAD melalui Bank pada Kantor Camat menjadi tanggung jawab
Bank DKij; dan -

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sebagai dimaksud daiam
angka 3 (tiga) dikoordinasikan dengan pihak Camat.

b. Telepon, Air dan Listrik

1.

penyediaan sarana telepon dan listrik pada tempat pelayanan terpadu
pembayaran PAD melalui Bank pada Kantor Kecamatan menjadi tanggung
jawab Bank DKI; dan
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2. Khusus mengenal sarana penggunaan air apabila dimungkinkan dapat terpisah
dari sarana air Kantor Camat.

¢. Teknologi Informaci dan Komunik asi

1. teknologi inbrmasi Cun ko eun :(a sy ‘ang dipL.rgunakan adalah Sistem Informasi
Penorinmtear Dol wi Lo v g w1 G Sistem  Informasi Pengelolaan
Kouohgun Do o QY it i ;..._.45 . iaasu t Keras dan perangkat jaringan
Komuniiaei _

2 pengc)perasian Sistem Injormasi Punerimaan Dacrah dilakukan bersama oleh
petugas UPPK dengan pelugas Bank DKI;

3. pengendalian Sistem Informasi Penerimaan Daerah dilakukan oleh Dinas
- Kominfomas;

4. pengadaan perangkat keras Sistem Informasi Penerimaan Daerah dilakukan
oleh BPKD;

5. pengadaan perangkat lunak aplikasi dan perangkat jaringan komunikasi data
Sistem Informasi Penerimaan Daerah dilakukan oleh Dinas Kominfomas;

6. pemeliharaan dan perawatan perangkat keras Sistem Informasi Penerimaan
Daerah dilakukan oleh BPKD;

7. pemeliharaan dan pengemb_angan perangkat lunak aplikasi dan perangkat
jaringan komunikasi data Sistem Informasi Penerimaan Daerah dilakukan oleh
Dinas Kominfomas;

8. Sistem Informasi Penerimaan Daerah dioperasikan pada:

a) Tempat pelayanan terpadu pembayaran PAD pada Kantor Camat;
b) UPK BPKD;. |

c) Geral Pajak; dan

d) UPPK;

9. Sistem Informasi Penerimaan Daerah dapat diakses dan dimonitor informasinya
pada :
a) UPPK;
b) Dinas Pelayanan Pajak;
¢) Bidang Perbendaharaan BPKD;
d) Bidang Pendapatan Daerah BPXD; dan
€) Bidang Akuntansi BPKD.

10. Untuk pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan/atau pengembangan perangkat
keras dan perangkat jaringan komunikasi data Sistem Informasi Penerimaan

Daerah pada Dinas Kominfomas atau BPKD dapat difasilitasi dan dibantu oleh
Bank DKI.

V. Koreksi Terhadap Kode Rekening Dan Nornlnal Pembayaran Dalam Sistem informasi
Penerimaan Daerah

a. koreksi terhadap kekeliruan kode rekening dan nominal pembayaran PAD dalam
Sistem  Informasi Penerimaan Daerah pada tahap input dan validasi sebelum

penyetoran ke Bark, dilakukan oleh petugas UPPK pada tempat pelayanan terpadu
pembayaran PAD,.
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b. koreksi terhadap kekeliruan kode rekening dan nominal pembayaran PAD dalam
Sistem Informasi Penerimaan Daerah pada tahap proses sebelum pelaporan
dilakukan oleh Bidang Perbendaharaan B RO disertal dengan Berita Acara Koreksi.

c. koreksi terhadc) oliton hode ru.\::mnq don nominal pembayaran PAD dalam
Sistem Informa: P\.,w‘...,..-J-usv,w;1 Atua lahop proses selelah pelaporan dilakukan
oleh Bidong Attt e L o wencan Borita Acara Koreksi,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




